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RINGKASAN 

Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengaturan  
Fungsi Kawasan Hutan Lindung 

 
Nikmah Fitriah 

 
Pengertian hutan lindung menurut Pasal 1 angka 8 UU No.41/1999 adalah 

“kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 
erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Pengertian ini 
mengandung makna bahwa kawasan hutan lindung mempunyai fungsi pokok 
untuk memberikan perlindungan kepada daerah-daerah disekitarnya dari berbagai 
macam bencana alam. Namun setelah lahir UU No. 19/2004 yang merupakan 
perubahan dari UU No. 41/1999, pengaturan fungsi hutan lindung tidak memiliki 
kepastian hukum. Terdapat dualisme pengaturan fungsi kawasan hutan lindung, 
yaitu berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UU No. 41/1999 dan berdasarkan Pasal 83A 
UU No. 19/2004 yang merupakan perubahan dari UU No. 41/1999. 

Isu hukum yang dikaji dan dianalisis dalam disertasi ini yaitu 
permasalahan yang pertama berkaitan dengan prinsip hukum kelestarian fungsi 
lingkungan hidup dalam pengaturan fungsi kawasan hutan lindung di Indonesia. 
Kedua sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan 
peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dan yang ketiga adalah 
implementasi prinsip hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam 
pengaturan fungsi kawasan hutan lindung di masa yang akan datang. 

Prinsip hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengaturan 
fungsi kawasan hutan lindung di Indonesia harusnya bersifat substansial tanpa ada 
alasan pengecualian dalam bentuk apapun, supaya kawasan hutan lindung terjaga 
kelestariannya dan bisa berfungsi sebagai mana mestinya yaitu sebagai kawasan 
yang mampu memberikan perlindungan untuk daerah-daerah disekitarnya dari 
berbagai ancaman bencana alam. 

Substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pengaturan fungsi ruang atau wilayah negara Indonesia kecuali UU No. 19/2004 
baik secara vertikal maupun secara horizontal umumnya mengandung prinsip 
hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup namun masih menempatkan  ruang 
sebagai objek bukan sebagai subjek, yaitu sebagai unsur yang mempunyai 
kewajiban memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. 
Hal ini bertentangan dengan konsep lingkungan hidup, bahwa semua unsur dalam 
lingkungan hidup, termasuk ruang, sama-sama merupakan subjek bukan objek, 
yang sama-sama mempunyai kewajiban mendukung kelangsungan kehidupan dan 
juga sama-sama mempunyai hak untuk dilestarikan agar selalu bisa berfungsi 
sebagai mana mestinya sesuai dengan fungsinya untuk mendukung 
keberlangsungan kehidupan. 

Implementasi prinsip hukum kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam 
pengaturan fungsi kawasan hutan lindung di masa yang akan datang, tidak harus 
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dimaknai sebagai kawasan yang sama sekali tidak boleh disentuh perwujudannya 
atau dimanfaatkan keberadaannya. Pengaturan fungsi kawasan hutan lindung yang 
akan datang bisa saja dimanfaatkan atau diambil manfaat secara perwujudannya 
tapi harus diatur agar pemanfaatan dari kawasan hutan lindung tersebut tidak 
mengurangi kemampuan dari kawasan lindung untuk berfungsi sebagai kawasan 
yang memberikan perlindungan bagi kawasan disekitarnya dari berbagai macam 
bencana alam sebagai fungsi utamanya, sekaligus tidak mengurangi fungsinya 
sebagai wadah atau habitat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalam 
kawasan hutan lindung tersebut. Untuk itu perlu kajian secara komprehensif dari 
berbagai ilmu terkait agar benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara 
akademis kalau pemanfaatan kawasan hutan lindung tersebut tetap bisa menjamin 
fungsi kawasan hutan lindung terjaga kelestariannya. 

Pengaturan perundang-undangan yang mengatur sektor kehutanan yang 
akan datang juga seharusnya tidak hanya menjadikan prinsip hukum kelestarian 
fungsi lingkungan hidup sebagai prinsip hukum yang merupakan bagian dari salah 
satu pasalnya saja tapi juga harus konsisten menerapkan prinsip hukum tersebut 
dalam setiap pasal atau ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan 
juga di setiap regulasi sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga menjamin nilai 
kepastian, nilai keadilan dan nilai manfaat dari semua fungsi kawasan hutan 
termasuk kawasan hutan lindung untuk berfungsi sebagaimana mestinya. 
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SUMMARY 
 

Legal Principles of Environmental Function Preservation within the 
Regulation of Protected Forest Function 

 
Nikmah Fitriah 

 
Definition of protected forest according to article 1 paragraph 8 of the law 

No.41 / 1999 is the "forest whose main function as the protection of life support 
system in order to regulate the water flow, prevent the floods, control erosion, 
prevent sea water intrusion and maintain soil fertility." This implies that the 
protected forest area has a principal function to provide protection to the 
surrounding areas of various kinds of natural disasters. Yet, after the law No. 
19/2004, which is a change of law no. 41/1999, came forth, the regulation of 
protected forest function has no legal certainty. Obviously, there is a duality of 
regulation of protected forest area function. First, it is based on article 38 
paragraph (4) of law No. 41/1999 and the second is under article 83A of law no. 
19/2004 which is a change of law No.41/1999. 

This dissertation examines and analyzes at least three legal issues. Firstly, 
the legal principle of preservation of the environment in regulating the function of 
protected forest areas in Indonesia. Secondly, the synchronization of legislation in 
the field of forestry with other related legislation. Thirdly, the implementation of 
legal principle of environmental preservation within the function of the protected 
forest area  regulation in the next future. 

Legal priciple of environmental preservation function within the regulation 
of protected forest function should be subtantial without any exception in order to 
preserve protected forest area so that it can provide protection for its surrounding 
from any natural disaster. 

Generally, the subtance of areas function or Indonesian territory regulation 
except act number 19/2004 comprises legal priciples of environmental 
preservation function, both vertically and horizontally. Yet, it still considers area 
as an object instead of subject which has an obligation to give as much prosperity 
for the indonesian people. However, this is against environmental concept where 
in all environment elements including areas are all subject not an object. Cleraly, 
it must support life sustainability and should be preserved so that it can function to 
support a sustainable life. 

In the next future, the implementation of legal principles of environmental 
function preservation within protected forest area regulation does not mean that it 
will be untouchable and cannot be utilized. Instead, this does mean that we can 
take the advantage from the areas as long as the areas remain save and become the 
main support for the surrounding areas. Hence, the area is still able to protect 
surrounding from any natural disaster as well as become the habitat for all living 
things inside. Eventually, it needs a comprehensive study from interdisciplinary 
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science so that the benefit taking of protected forest area can be academically 
accountable and will not distract the forest preservation. 

The upcoming regulation related to forestry sector should not only take the 
legal principle of environmental function preservation as part of its articles, but it 
should also be implemented consistently in every articles of the forestry regulation 
in term of its implementation. Therefore, it will ensure the value of certainty, 
justice, and usefulness of all forests including protected forests to function 
properly. 
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ABSTRACT 

Legal Principles of Environmental Function Preservation within the 
Regulation of Protected Forest Function 

 
Nikmah Fitriah 

 
This dissertation examines three legal issues. Firstly, the legal principle of 

preservation of the environment in regulating the function of protected forest areas 
in Indonesia. Secondly, the synchronization of legislation in the field of forestry 
with other related legislation. Thirdly, the implementation of legal principle of 
environmental preservation within the function of the protected forest area  
regulation in the next future. 

Normative legal research was used in this dissertation. Meanwhile, 
legislation, conceptual, and case approach were applied as the approach of this 
research. In accordance with the nature of normative legal research, legal primary 
and secondary sources were used as the source of data. Then, those sources were 
analyzed and interpreted which mainly focused on legal principle issues of 
environmental function preservation within the advantage of protected forest area.  

The existence of law no. 19/2004 that is a change of law no. 41/1999 
causes the regulation of protected forest function has no legal certainty. Obviously, 
there is a duality of regulation of protected forest area function. First, it is based 
on article 38 paragraph (4) of law no. 41/1999 and the second is under article 83A 
of law no. 19/2004 which is a change of law no.41/1999. Consequently, the 
protected forest cannot be functioned properly. 

Legal principle of environmental function preservation should be 
implemented in every legislation regulating the function of protected forest 
throughout the Republic of Indonesia. Therefore, it will ensure the legal certainty, 
values of justice and usefulness for the protected forest to function properly. 
However, the definition of preservation does not mean that the area is prohibited 
for any utilization at all; it is likely to be used and exploited as long as it will not 
cause any harm and reduce its main function 
 
 
Keywords: Legal Principles of Environmental Function Preservation, Protected 

Forest Functions 
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